
 

 

xvii  

ABSTRAK 

Reyhan Sabilla Haqikhi NIM. 126102212239. “Analisis Persepsi Penghulu KUA 

Terhadap Keadilan Wali Nikah Menurut Perspektif Fikih Kontemporer 

(Studi Kasus KUA Kabupaten Blitar)”. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah 

Tulungagung. Pembimbing : Drs. Mashuri M.H.I 

Kata Kunci : Wali Nikah, Keadilan Wali Nikah, Fikih Kontemporer 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya wali fasik yang menikahkan 

anaknya, Imam Syafi’i berpendapat bahwa syarat seorang wali salah satunya adalah 

adil, hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

pencatatan pernikahan yang sama menyebutkan bahwa syarat wali salah satunya 

adalah adil, namun dalam PMA tersebut tidak dijelaskan secara rinci kriteria adil, 

dan jika menggunakan kriteria adil menurut Imam Syafi’i pada zaman sekarang 

sangat mustahil untuk ditemui. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemahaman 

Penghulu KUA terhadap keadilan wali nikah dalam pernikahan di KUA Kabupaten 

Blitar?. 2) Bagaimana keadilan wali nikah mempengaruhi sah atau tidaknya 

pernikahan?. 3) Bagaimana pandangan fikih kontemporer terhadap keadilan wali 

nikah?. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data 

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini 

keabsahan data ditentukan dengan menggunakan kriteria kepastian atau dapat 

dikonfirmasi berupa perpanjangan kehadiran dan triangulasi.  

Hasil penelitian menunjukan 1) bahwa wali nikah merupakan suatu hal yang 

harus ada dalam pernikahan dan bersifat wajib, syarat adil bagi wali nikah 

merupakan syarat yang harus di penuhi oleh seseorang yang akan menjadi wali. 2) 

keadilan wali nikah sangat berpengaruh dalam sah atau tidaknya perkawinan, karena 

keadilan wali nikah merupakan syarat seseorang menjadi wali nikah dan jika 

seseorang tidak memenuhi syarat adil maka orang tersebut tidak dapat menjadi wali 

nikah, jika hal ini dipaksakan maka akan berpengaruh terhadap keabsahan suatu 

pernikahan. 3) syarat adil merupakan hal mutlak dan harus dipenuhi namun pada 

zaman sekarang jika kriteria adil menurut Imam Syafi’i di berlakukan maka sangat 

sulit untuk mencari wali yang adil dikarenakan maksiat sudah merajarela pada 

zaman sekarang, islam merupakan agama yang mudah dan tidak memberatkan maka 

ulama setuju bahwa syarat adil hanya dilihat sebatas kacamata lahiriyah saja. 

pernikahan dengan wali fasik tetap sah menurut fikih kontemporer karena penentuan 

kriteria syarat adil lebih di sederhanakan. 
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This research is motivated by the number of wicked guardians who marry 

their children, Imam Shafi'i argues that the requirements of a guardian are fair, this is 

in line with the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 

concerning the registration of the same marriage which states that the requirements 

for guardians are one of them is fair, but in the PMA it is not explained in detail the 

criteria of fairness, and if the criteria of fairness are used according to Imam Syafi'i 

in this day and age it is very impossible to meet. 

The formulation of the problem in this study is 1) What is the understanding 

of the Vice President of the KUA on the justice of the marriage guardian in the KUA 

of Blitar Regency?. 2) How does the justice of the marriage guardian affect the 

validity or not of the marriage? 3) What is the view of contemporary jurisprudence 

on the justice of the marriage guardian? 

This research uses a qualitative research model. Data collection techniques 

use observation, interviews, and documentation, while data analysis is through data 

reduction, data presentation, and conclusion drawn. In this study, the validity of the 

data was determined using certainty criteria or can be confirmed in the form of 

extended attendance and triangulation. 

The results of the study show 1) that a marriage guardian is a thing that must 

exist in marriage and is mandatory, fair conditions for marriage guardians are 

conditions that must be fulfilled by someone who will become a guardian. 2) The 

fairness of the marriage guardian greatly influences whether or not a marriage is 

valid, because the fairness of the marriage guardian is a requirement for someone to 

become a marriage guardian and if someone does not meet the fair requirements then 

that person cannot become a marriage guardian, if this is forced then it will affect the 

validity of a marriage. 3) Fair conditions are absolute and must be fulfilled but in this 

day and age if the criteria of fairness according to Imam Shafi'i are enforced, it is 

very difficult to find a just guardian because immorality has become rampant in 

today's times, Islam is an easy and non-burdensome religion, so scholars agree that 

fair conditions are only seen through outward glasses. 
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